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LAMPU SOROT KAWASAN ALUN-ALUN KUDUS BAKAL DIHIDUPKAN LAGI

 
Sumber Gambar:  

https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2023/10/Lama-Tak-Berfungsi-Perbaikan-Lampu-Sorot-Alun-
Alun-Kudus-Dianggarkan-Rp-506-Juta.jpg 

 

Isi Berita:  

Murianews, Kudus – Lampu Sorot atau high mast di kawasan Alun-Alun Kudus, Jawa 

Tengah (Jateng) bakal dihidupkan lagi. Bahkan, anggarannya mencapai Rp 506 juta yang 

bersumber dari APBD perubahan 2023. 

Kasi Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Nanang Ary Wibowo 

mengatakan, ada beberapa lampu sorot yang kondisinya saat ini mati. Sehingga perlu 

perbaikan untuk menghidupkannya kembali. 

”Rencananya kami akan memperbaiki lampu high mast di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus 

dan di area Pentol agar bisa menyala kembali,” katanya, Sabtu (21/10/2023). 

Dirinya menjelaskan, tiang lampu yang diperbaiki berjumlah lima. Terdiri dari empat tiang 

lampu high mast di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus dan satu tiang lampu high mast di 

Pentol depan gedung Dekranasda Kudus. 

”Di bulan November kami pastikan lampu-lampu di lima tiang high mast itu menyala 

kembali,” sambungnya. 

Nanang menjelaskan, satu tiang memiliki empat hingga lima lampu. Tiap-tiap bohlam 

lampu memiliki 300 watt. 

”Untuk saat ini kami fokus lima tiang dulu. Keberadaan lampu high mast perlu diperbaiki 

agar kawasan pusat kota lebih terang,” imbuhnya. 
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Sumber Berita: 

1. https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/401358/lampu-sorot-kawasan-alun-alun-

kudus-bakal-dihidupkan-lagi, “Lampu Sorot Kawasan Alun-Alun Kudus Bakal 

Dihidupkan Lagi”, tanggal 21 Oktober 2023. 

2. https://lingkarjateng.id/news/lama-tak-berfungsi-perbaikan-lampu-sorot-alun-alun-

kudus-dianggarkan-rp-506-juta/, “Lama Tak Berfungsi, Perbaikan Lampu Sorot Alun-

Alun Kudus Dianggarkan Rp 506 Juta”, tanggal 23 Oktober 2023. 

 

Catatan :  

 Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Lampu Sorot atau high mast di kawasan 

Alun-Alun Kudus, Jawa Tengah (Jateng) bakal dihidupkan lagi. Bahkan, anggarannya 

mencapai Rp 506 juta yang bersumber dari APBD perubahan 2023. 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah.3 

 

 

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 

2 Ibid 
3 Ibid 
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 Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain 

sebagai berikut  : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah 

tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:4 

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak 

sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, 

alokasi belanja daerah, dan lain-lain. 

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan 

melakukan perubahan APBD. 

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran 

sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang 

dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, 

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai 

program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target 

kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun 

anggaran berjalan. 

4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan 

terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini 

pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga. 

5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar 

dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi 

belanja. 

                                                 
4 Ibid 
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 Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Lampiran 

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok belanja modal 

dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  
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Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


